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ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang
dikelola oleh pemerintah desa, yang bertujuan untuk meningkatkan
1 ‘ 3 DES memberikan

Ra. Kredit yang

adalah
fisBesa Kuapan
5 Di Desa

3 yaitu

afpengambilan

yang hanya

dan tujuan

an ini adalah

n Kampar

h 79 orang

kreditur a sebanyak
30 orang

Dari p Bksdlaan perjanjian

kredit pad ang Kabupaten

Kampar ba an karena tidak

adanya itikad ani oleh nasabah

memenuhi kewajiB Q& €Da u. Upaya penyelesaian
kredit macet pada Q“\l‘ﬁ pan Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar tidak al dengan peraturan yang ada,
sehingga penyelesaaian kreditnya®™terlantar dan menyebabkan kerugian
pada pihak BUMDES Desa Kuapan.

Kata kunci : pelaksanaan, penyelesaian, kredit macet pada BUMDES
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ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDEYS) are village businesses managed by
the village government, which aim to improve the economy of rural
communities. Basically, BUMDES provides loans to the public in the form of

f

% and how to
=)

par Regency.
age. Then the

ghitation of credit
Bistrict, Kampar
pod faith from
as not received
h :'fﬁ )ns to pay credit
DES of Kuapan
ording to existing
d caused losses to
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BAB |

PENDAHULUAN

2\ o

rpotensi

tersebut

:
2
ANAkY

kat yang

sejahtera. n bila’ disa hahwa ds ‘ kat desa

meningkatkan perekonomian desa dams@fbangun sesuai dengan potensi dan

kebutuhan desa.

Dari pengalaman sebelumnya, dengan strategi baru yang di upayakan

oleh pemerintah desa diharapkan mampu mengerakkan roda perekonomian

Victory Kantari, Skripsi: "Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes (Badan
Usaha Milik Desa) Desa Salante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa",
Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019, him 1
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di desa dengan membentuk lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya

olen masyarakat dan pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes).

tertentu ya
dan dikuas:

pendapatan

Tentang
Undang-undz
Penatausahaa

Peraturan ini

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 213 ayat 1,

menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan adanya

’ Departemen pendidikan nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan,
Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakuultas Ekonomi
Universitas Brawijaya, Pimpinan pusat relawan pemberdayaan nusantara (PP-RPDN),
Jakarta Selatan, 2017, him 1

3 Jumaiyah, Aulia Fanandia Mawardi, Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian
Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Vol 17 No 2 Tahun 2017, Journal
aplikasi bisnis , him 75.
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potensi dan kebutuhan di desa. Kemudian dikuatkan dengan Peraturan Desa
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, pasal 87

ayat 3 juga menjelaskan tentang jenis layanan BUMDES vyaitu berupa

gan melakukan

Desa Kuapa
investasi
menyediaka

masyarakat

BUMDES tur Pa Q Jia
mengatur ““‘

Peraturan Menteri Dalam Negé ahun 2010 tentang BUMDES

dan Permendesa PDTT no. 4 tahun 2015 tentang BUMDES.”

Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak

kegiatan ekonomi desa dan memanfaatkan sepenuhnya fungsi lembaga

* Kansil, C.S.T Kansil & Chiristine S.T, Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika,
Jakarta, 2001, him 8

° Dewi, Amelia sri kusuma, Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) sebagai Upaya
Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa.
Jurnal of rural and development, 2014, him 2
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sosial dan komersial. Sebagai organisasi sosial, BUMDES menghasilkan
manfaat bagi masyarakat dengan berkontribusi pada penyediaan layanan

sosial, sedangkan BUMDES sebagai organisasi bisnis bekerja untuk

menghasilkan ke dia

Wttty

A a lokal berupa

@by N

barang d a ke
<

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ungkinkan dibentuknya sebuah
organisasi bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adanya undang-
undang ini memungkinkan pemerintah untuk membuat badan usaha milik

desa dan menerapkannya di desa dengan nama lain yang disamakan dengan

¢ Departemen pendidikan nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan,
Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakuultas Ekonomi
Universitas Brawijaya, Pimpinan pusat relawan pemberdayaan nusantara (PP-RPDN),
Jakarta Selatan, 2017, him 3
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desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kuapan di Kabupaten Kampar

Kecamatan Tambang yang memiliki struktur. Struktur tersebut sebagai

berikut:

1.

2. Pel

Berdasarkan pd omor 5 Tahun
2021 Tentang Pendirian™t yebutkan bahwa jenis
usaha yang terdapat dalam BU 9uti sebagai berikut :

1. Perdagangan jual alat dan bahan bangunan, makanan pokok, alat-
alat rumah tangga,pupuk, alat pertanian dan perkebunan.

2. Jasa simpan pinjam

3. Perdagangan hasil pertanian dan perkebunan, tanaman pangan,

pertenakan serta perikanan.
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4. Kegiatan ekonomi lainnya dilakukan sesuai dengan potensi

pengembangan desa.

Tentunya dengan bantuan BUMDES ini dapat saembantu masyarakat

subyektif berarti perjanjian dapat™d dengan mengajukan gugatan ke
pengadilan setempat dan melalui upaya hukum, sedangkan pelanggaran
syarat obyektif berarti perjanjian itu sendiri tidak sah secara hukum (tidak

sah), oleh karena itu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum.

" Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pradya Paramita,
Jakarta, 2001, him 338
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Pasal 1320 KUHPerdata juga dikaitkan dengan asas kekuatan mengikat dan
asas kebebasan untuk membuat kontrak. Pasal 1338 ayat 1 menjelaskan bahwa

semua perjanjian itu mengikat secara hukum bagi orang yang mengadakan

Berad

pinjam

pasal ini dé

BUMDE Kecamatan Té ¢ parfyakni suaatu

' N
organisasi edit  kepada
masyarakat ebih dahulu
mengevaluas

mengembali

a. Mengunjukkan permohonan

b. Foto copy KTP, KK, Agunan

c. Pencairan baru bisa dilakukan setela diverivikasi oleh tim verivikasi
dan telah dinyatakan layak dicairkan

d. Pinjaman hanya dilakukan untuk masyarakat Desa Kuapan

e. Jasa pinjaman yang diberikan kepada nasabah hanya 10% pertahun
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f. Dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021

Tentang

Kata kredit berasal dari bahasa yunani, yaitu credere yang artinya

kepercayaan. Dalam hubungan ini dapat disadari bahwa kreditur memiliki

® Kamsir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya., PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2004, him 96
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kepercayaan dalam hubungan memberikan kredit pada debitur yaitu debitur

dapat mengembalikan kredit dalam tempo waktu yang telah ditentukan.’

1. Karakter
2. Kapasitas
3. Modal

4. Angunan

5. Situasi

° Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Grafindo Pustaka
Utama, Jakarta, him 236

19| jhat Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Desa

" Murni Algumeri, Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet Pada BUMDes Mitra Bersama
Desa Bengkolan Salak, Universitas Pasir Pengarain Rokan Hulu, 2013, him 2
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Kredit macet yaitu kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi
kewajibannya sebagai kreditur kepada debitur secara tepat waktu. Kredit

macet bisa muncul karena ada indikasi debitur atau wanprestasi. Masalah ini

pal dan faktor

tersebut mé
jumlah nasé
18 orang dz
orang. Dala

perjanjian

AR AT

O

Py

efektif dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan BUMDes yaitu untuk
mensejahterakan masyarakat desa serta mengembangkan potensi dan

kebutuhan yang terdapat didesa.

10



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini
lebih lanjut yang akan dirangkum dalam bentuk skripsi, yang

berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet Pada

Badan Usaha Mk MDes) Berda an Desa Kuapan

‘ \
Nomor, ‘-“:‘-J\E“ .»9 dDes) Di

Dari urai

ini yakni :

BUMDES?

2. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada BUMDES berdasarkan

Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang BUMDES?

11
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C. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

a. Untuk memgetahui tentang pelaksana gdit BUMDES didesa

. Untuk memberikan Wawasam bagi pihak yang membutuhkan
informasi spesifik tentang BUMDes terkait dampak risiko
kredit macet terhadap kinerja keuangan dalam suatu lembaga

keuangan di lingkup BUMDes.

e. Diharapkan bisa memberikan manfaat, dalam pembelajaran

bagi seluhuh masyarakat desa.

12
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D. Tinjauan pustaka

Kata kredit berasal dari kata latin creditum yang berarti kepercayaan atau

kebenaran, sedangkan dalam bahasa Yunani kredit disebut credere yang berarti

jangka waktu yang disepakati da perikan kepada seseorang sejumlah

uang.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dalam prakteknya istilah kredit dapat

di gunakan dalam menyerahkan uang, itulah sebabnya kita sering mengunakan

2 Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, BPFE
Yogyakarta. Yogyakarta, 2001, him 9

3 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1995, him
153

13
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istilah kredit. Dalam hal ini istilah kredit dapat meliputi perjanjian yang

kreditnnya bersifat konsensional ataupun penyerahan uang secara rill.**

Pengertian lain memgenai kredit juga di kemukakan oleh Muchdarsyah

KUHPerdata¥da a Ha giwa “pinjam
meminjam ah pe : mana pihak ya : beFikan kepada
pihak lain ‘dengan” jumlah tertentu baik bar ) abis karena
pemakaian an syara 1k Y3 : ngembalikan

sejumlah ya

Wardoyono perjanjian  kredit
perbankan, yang mana dala tua memiliki fungsi yang saling

berkaitan satu dengan lain.

4 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, PT.Citra Aditya, Bandung, 1991,
him 32

> Muchdarsyah Sinungun, Dasar-dasar dan Teknik Management. Bina Aksara, Jakarta,
1993, him 10

' R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2009, him 451

14
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Secara umum, perjanjian kredit digolongkan menjadi dua jenis yakni :*’

1. Perjanjian pinjaman yang ditandatangani dengan tangan mengacu pada

perjanjian yangadibuat secara tertulis antatambank dan debitur, dan

Untuk mencapai tujuan, kredit ne ungsi-fungsi yaitu:

1. Perjanjian kredit adalah perjanjian induk, artinya perjanjian kredit

dianggap sebagai hal yang menentukan sahnya perjanjian selanjutnya

2. Membuktikan adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak

" H.R Daeng Naja, Hukum kredit dan bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2005, him 175
'8 Subekti, Hukum perjanjian, Internasa, Jakarta, 2010, him 45
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3. Sebagai alat kontrol kredit.

Dari fungsi perkreditan di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian

antara lain :*°

1. Sgi "?\‘Q‘EEW\“\...

g\\iqs

o
QD
[%2]
2
[EY
A\
o
S5
o
D
©
2

‘alﬁ\i\“\

o
N
=)
QD
N
QD
-1
wn
QD
-0
s

4. Adanya sebab yang halal.

¥ Muhamma Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000, him 338
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Pasal 1320 KUHPerdata juga berkaitan dengan asas kekuatan mengikat dan
asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 menjelaskan bahwa semua

perjanjian adalah sah dan berlaku bagi orang yang menandatangani perjanjian

diperlukan  dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa. Pemerintahan desa dapat berfungsi
secara baik jika didukung oleh sistem administrasi yang tertata rapi, sehingga

secara sistematis dapat memberikan data dan informasi kepada masyarakat

“ Rahdiansyah. Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Modal Antara Badan Usaha
Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. Vol 02 No 01, 2018, UIR LAW REVIEW, hal
312.

“! Siswanto Sutojo, Analisa Kredit Bank Umum , Pustaka Binaman Presido, Jakarta,
1995, hlm 32
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desa yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan, perencanaan,

perbaikan dan komunikasi informasi, baik di dalam ataupun diluar organisasi.*?

Menurut pasal 1 apgka 6 Undang-Undang Nom@k 6 Tahun 2014 tentang

Berdasarkan penjelasan di “ate fdapat disimpulkan bahwa tujuan
didirikannya badan usaha desa adalah untuk meningkatkan potensi dan
pendapat masyarakat desa. Pendirian perusahaan yang dikelola desa harus

dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

?2 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Perkembangan Pemerintah Desa, PT. Gelora Aksara
Pratama, 2011, him 135
% Lihat undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang desa
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E. Konsep operasional

Supaya pembahasan dalam pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan

yang dikehendaki, maka penulis menetapkan batasan dalam pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi observasional

yang dilakukan menggunakan alat pengumpulan data untuk menyelidiki

secara langsung lokasi penelitian dalam bentuk wawancara.

“ Ambran Y.S Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, CV.Pustaka Setia, 2002,
him338

 Dewi Amelia Srikusum, Peranan Badan Usaha Milik DESA (BUMDes) sebagai Upaya
Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,
Jurnal of rural and development , 2014, him 2.

“® Lihat Skripsi Pratama Gde Dianta Yudi, Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU, Tumbuh
Kembang, Pemongan-Denpasar Selatan , 2015, him 14
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba mendeskripsikan
tentang pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet pada

BUMDES Desa Kuapan.

iﬁ\

i
o~

\

2. Lokasi Pe

kantor Bl

\ C

Kuapan

E

=y X

terkait kred
3. Popula
Populas
yang sama.

yang membe

<Lathtaviklh
2

Y
«Q
=
o
@D
=
<
[<¥)
Z.
&
=]

ialah keseluruh

dari jumlah populd

?’ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005,
him 118
% Ibid, him 119
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Tabel 1.1 Populasi dan Responden

No

Teknik penentuan

responden

~|
-

b

:

)

\ :
>

[

. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara lansung melalui
pertanyaan yang diajukan kepada responden, dengan kata lain wawancara.
Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Direktur BUMDES, kepala desa serta

masyarakat yang terlibat dalam kinerja kredit macet pada BUMDES.
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b. Data sekunder

Artinya, data yang ditemukan dari studi pustaka tentang penelitian yang

akan diteliti dan diper@leh melalui studi kepustakaags,yang dilakukan sesuai

pewawanca

yang bena

kepala des

wanprestasi untuk mendapatkan 0@t ormasi yang di perlukan oleh si

peneliti.
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6. Analisis Data

Sesudah data didapatkan, baik data sekunder dan data primer. Setelah itu

pada data yang didapat di kelompokkan berdasarkan jenisnya. Lalu dari hasil

yang ada te
Badan Usahg

Nomor 5 Ta

Pada peneli enartk® kesim 2makai metode
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang badan usaha milik desa

1. Definisi badas#

AR

Nomor 5

Tahun 20 BUMDES

merupakan mengurus,

memanfaat

LR Y

sebagian besar dananya dimiliki oleh pemerintah desa.

Pasal 78 Peraturan Pemerintah Desa Nomor 72 Tahun 2005 mengatur
bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa, pemerintah desa harus

mendirikan badan usaha milik desa yang diatur dalam ayat 1. Peraturan desa

% http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Desa, diakses pada tanggal 10 mei
2018
%0 |_ihat Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021
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mengatur bahwa pembentukan badan usaha milik desa harus dilakukan sesuai
dengan undang-undang yang diatur dalam ayat 2 dan harus berbentuk badan

hukum.

. Keimigrasian

-

enurut Rasalka Peraturs angunan Da

g

pada bada

desa yan kan. - 1k dalam
pengoperas
bermanfaat

pasal ini ada

4. Mengembangkan rencana aksi antar desa atau dengan pihak ketiga

5.  Menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan

pelayanan publik masyarakat

6. Penciptaan lapangan pekerjaan
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7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan

pelayanan publik dan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi

pedesaan

milik desa di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu :

1. Perdagangan (jual alat dan bahan bangunan, makanan pokok, alat
rumah tangga, dan lain-lain)

2. Jasa simpan pinjam

%! peraturan Mentri Desa, Pembangunan Derah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
%https://blog.bumdes.id/2019/07/unit-usaha-bumdes-ini-bisa-menjadi-alternatif-usaha-

bumdes/diakses pada tanggal 02 juli 2020.
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3. Perdagangan hasil perkebunan dan pertanian

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang berpotensi di desa, BUMDES

harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini

f. Difasilitasi oleh pemerintah,pemprov,pemkab,danpemdes

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersamaan (pemdes,

BPD dan Anggota).

% http://id.digilib.unila.ac.id/928/9/BAB%2011.pdf/diakses pada tanggal 18 mei 2018
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BUMDES di Desa Kuapan di Kabupaten Kampar Kabupaten Tambang
memberikan kredit dengan berbagai cara dan metode, sebagian besar

kepada bank dan lembaga non-perbankan. Hal ini dibuktikan dengan

an dana atau

Joal tetap

apakah ada

dan dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk
kepentingan bersama, dan merupakan sumber pendapatan awal penduduk

desa setempat.
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b. Surat dari provinsi riau menyebutkan bahwa beberapa desa telah dinilai
dan keluarnya panduan rencana menunjukkan bahwa Usaha Ekonomi
Simpan Pinjam Desa (UED-SP) sehat dan mapan dan diumumkan siap
dijalankan ke desa dan pedesaan

c. Berdasarkan poin kedua di atas, pemerintah kabupaten mengirim surat ke

desa masing-masing untuk membahas pendirian perusahaan desa.
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pendirian BUMDES

yaitu sebgaia berikt :**

pengelolan
BUMDES u, tugas dan
tanggung ja sehingga

snya di setiap

menjadi tujuan bersama. Dengan mémbangun mekanisme koordinasi yang

baik, kerjasama yang efektif antar unit usaha dan antar desa dapat terjalin.

3 https:/www.facebook.com/pembes.tahunan/post/19047140992882, diakses pada tanggal
18 mei 2018
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4. Perumusan aturan kerjasama dengan pihak ketiga.

Kolaborasi dengan pihak ketiga dalam transaksi penjualan atau tabungan

merupakan hal yang penting dan harus diatur dengag, aturan yang jelas dan

pihak ketiga

WA \ 2

Agar s organisasi.

Oleh kare gan prinsip-

WALy

prinsip pen

e
AL L LY

@ perlu
'ﬁ ang BUMDES
g -'6, adaannya sebagai

7. Penyusunan rencana bisnis

Sangat penting untuk 1-3 tahun ke depan, sehingga pengelola BUMDES
memiliki pedoman jelas untuk konten yang perlu diselesaikan dan dibuat untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjadi teratur. Penyusunan rencana

bisnis dikembangkan bekerja sama dengan panitia BUMDES.
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8. Bentuk pengembangan sistem manajemen dan akuntansi

Keuangan harus memiliki format yang sederhana, namun dapat

menggambarkan kegiaian yang dilakukan oleh BUMDES. Inti dari sistem

9. Prosesr

Untuk ntukan siapa yang. bz : BUMDES bisa
dilaksanakafif g3 musyawarah. tay erlafitlaskan pada
syarat tertentll. Stantlar-stané JikbMbargk: ahfpanitia untuk
menjadikan Y ‘ njadi orang-
orang pentin o 2’ adala pemilihan dan

pengangkatan

pengelolaan BUMDES harus direncanakan dan diintegrasikan ke dalam

langkah-langkah guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya terdapat beberapa prinsip umum pembentukan BUMDES

sebagai berikut :
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1.

. Pemerintah desa dapat membentuk badan usaha milik desa sesuai

dengan kebutuhan dan potensi desa

. Pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan

ketentuan pe

BUMDES harus memiliki dokumen pendirian dan anggaran rumah

tangga

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum

yang berbadan hukum dapat berupa PT, CV, Perusahaan dan lain-lain.
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Pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa Kuapan Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan
bahwa Badan Usaha Milik Desa Kuapan memiliki unit usaha yang berbadan

hukum yang bernama PT Sakinah Lestari yang bergerak dalam bidang usaha

perdagangan, simppansp ' p_dan perkebunan,

cl 10 ‘
dan setg ‘ ‘\\“ .. .

. Jasa layanan air bersih

f. Dan kegiatan lainnya.

% Firman Sujadi dkk, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bee Media
Pustaka, Jakarta, 2014, him 228
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5. Landasan hukum BUMDES

Pembentukan BUMDES didasarkan pada aturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor

=

““3

XL %

2) Pembentukan BUMDES diatUr dengan peraturan desa.*

2. Peraturan pemintah No. 43 taun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa :
A. Pasal 132

(1) Desa bisa membangun BUMDES

% Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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(2) Pembentukan BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan

a. Penyertaan modal*@

b. Penyertaan modal masyarakat

(4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a berasal dari APB desa dan sumber lainnya

(5) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

a. Dana segar
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b. Bantuan pemerintah

c. Bantuan pemerintah daerah

d. Aset desa yang diserahkan kepada APB desa

6. Kepengu
Kepe

direksi, ya

c. Bendahara
d. Kepala unit usaha

e. Staf-staf BUMDES.

% Firman Sujadi dkk, op cit, him 229
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7. Pengelolaan BUMDES

Prinsip kerjasama, partisipasi, pembebasan, tanggung jawab, dan

keberlanjutan harus diterapkan dalam pengelolaan BUMDES, dan ini harus

an mandiri serta

pangan,

pencaria C : | me Kg@latan usaha

ekonomi

3. Masyarakat desa yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya
sendiri.
4. Masyarakat pedesaan seringkali menderita karena sistem pemasaran

dalam usahanya, yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal

% Jamal Wiwoho dan Munawar kholil, Pembentukan dan Pengelolaan Baadan Usaha
Milik Desa, jurnal, slide, 2013, hal 1
* Ibid. him 2-3
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untuk menurunkan harga, sehingga mereka sering menikmati sebagian

besar hasil pekerjaan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan BUMDES, terdapat beberapa prinsip penting yang

dapat menyebarkan

s

dasi dalam BUMDES untuk

pengelolaan BURN Q ‘ ‘
kesadaran akan pentingrye
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah provinsi

atau kabupaten.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terkait dengan BUMDES harus diperlakukan
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sama tanpa memandang golongan, suku, atau agama. Cara Kkerja
BUMDES sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan masyarakat

desa, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Untuk itu,

memastikan bahwa badan US& desa dapat beroperasi secara

efisien, efisien, mandiri dan bertanggung jawab
6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh

masyarakat dalam BUMDES secara berkelanjutan.
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B. Tinjauan umum tentang pelaksanaan perjanjian kredit

1. Definisi perjanjian

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian

Pasal
perjanjian, Yame . a suat 10 pgfatau lebih

yang mengi

sehingga merupakan perbuatan ang dirumuskan sebagai suatu
perjanjian yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang atau lebih.*?

“° projodikoro Wiryono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, Sumur, 1993, him 9
* Lihat pasal 1313 KUHPerdata
*2 Setiawan Rahmat, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 1987, him 49
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Arti kontrak juga diatur dalam KUHPerdata. Pengertian perjanjian ini
terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu perjanjian adalah suatu

perbuatan yang mengikat satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih.

Artikel ini menje ‘.‘ BuSi
<

Perikat arupaka ga _ i Y G ukum yang
terbatas dimanagsatu at: dan (debitur 2 ghpikatkan diri

untuk mem

hal atau peristiwa konkret.

*® Gatot Supramono, Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis,
Jakarta, Rineka Cipta, 2009, him 163
* R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Inermasa, Bandung, 2001, him 1
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2. Syarat sah perjanjian
Apabila suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Syarat-syarat

yang dltetapkan d : jadi 4 golongan, di

Sy \\\\“ '0.

SR

Perjanjian

pihak lain,

o
P
5
a

4. Musuh dapat mengadopsi bahasa isyarat asli.

o

Bahasa isyarat, tetapi lawan menerima bahasa isyarat aslinya.
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Biasanya para pihak melakukan ini secara tulisan dan lisan dalam bahasa
sempurna. Tujuan dari perjanjian tertulis adalah untuk memberikan kepastian
hukum kepada para pihak dan sebagai alat pembuktian yang ideal jika

kemudian timbul

diakui ole

dalam peng

orang tidak

Prestasi adalah apa yang yang menjadi menjadi kewajiban debitur dan apa
yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.* Ketika membuat perjanjian,
perlu untuk memperjelas isinya untuk menentukan hak dan kewajiban para

pihak. Perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan ini akan batal dalam

* Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (buku kesatu),
Jakarta, Sinar Grafika, 2014, him 15
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. Syarat objektif

hukum.

. Sebab yang halal

Perjanjian tersebut harus berlandaskan alasan yang dapat dibenarkan secara

hukum, atau tida ; hul ats ma atau ketertiban

Adalah
untuk bertingak a 1 . Kedus S\ yektif karena
ditujukan ke
subjektif ini \ I jia at dild .ﬂ’ . Orang yang
mengakhiri

berkepentingan.

Adalah hal yang pasti dan egal. Kedua kondisi ini dikatakan
sebagai kondisi objektif karena keduanya merupakan objek kesepakatan. Jika

syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. *’

* Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis,
Jakarta, Rineka Cipta, 2009, him 55-58

" Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Baki,
Bandung, 2001, him 87-89
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Pelanggaran syarat subyektif berarti perjanjian boleh diakhiri dengan
memberikan gugatan ke pengadilan setempat dan melalui upaya hukum, dan
pelanggaran syarat obyektif berarti perjanjian itu sendiri tidak sah secara

miliki kekuatan

perjanjian

1. Asas kebeba

bentuk dan berisi konten apa pt ahwa perjanjian itu mengikat

mereka yang membuat perjanjian, seperti hukum.
Asas kebebasan yang memberikan hak istimewa kepada pihak untuk :

1. Melansungkan atau tidak melansungkan perjanjian
2. Membuat perjanjian dengan siapa saja

3. Menetapkan isi perjanjian, persyaratan dan pelaksanaan
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4. Memastikan bentuk perjanjian lisan atau tulisan.

Akan tetapi kebebasan itu jelas ada batasannya sepanjang masih

berpengaruh didalam batasan-batasan yang diatur dalam pasal 1337

KUHPerdata

dapat diw
bahwa “senilig an ya bua ara 82 , f undang-
undang bag ya : an bahwa
Perjanjian tidiak*da _ i I 2 eibali karena

alasan yang

membayar ganti rugi. Putusan pengdd#an dapat menjamin bahwa hak dan
kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kepastian

hukum.
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3. Asas konsensualisme

Konsensualisme mengacu pada kesepakatan. Menurut asas ini,

kesepakatan terjadi setelah dua pihak mencapai kesepakatan. Perjanjian itu

abelah pihak
| dan tujuan
masing-masifg4Dasar *ke fidak hanya : perjanjian,

tetapi juga @@fa _ ) PhiSasi kejujuran

persetujuan. Akibat dari prinsip bahwa pihak ketiga tidak dapat
dimasukkan dalam perjanjian karena pihak tersebut berada di luar perjanjian

dan tidak dapat memberikan kesepakatan.*®

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, ada delapan prinsip-prinsip hukum

kontrak, yaitu:

8 1bid, him 164-165
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1. Landasan kepercayaan

Asas ini berarti bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian akan

perjanjia

hukum.

pihak untuk

5. Dasar moral

Tindakan sukarela seseorang tidak dapat menuntut hak untuk menggugat

tindakan debitur.

6. Kemanfaatan

Dasar pembenarannya terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Kerangka

ini mencakup ketentuan isi perjanjian.
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7. Kepastian

AsasAsas ini dianggap sebagai bagian dari perjanjian.

4. Unsur-uns
Dalam rjanjian ipat: beberaps gliputi sebagai
berikut :

a. A, 6 ) : @bliat perjanjian.

memahami suatu kesepakatart:

b. Naturalia, unsur yang biasanya ditambahkan kedalam perjanjian. Unsur
ini tidak disebutkan secara khusus dalam perjanjian, karena bersifat
bawaan atau melekat pada perjanjian, oleh karena itu dianggap ada dalam

perjanjian. Setelah unsur-unsur esensial telah diidentifikasi, unsur-unsur

* Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Buku (standar) Perkembangan di Indonesia,
Bandung, Alumni, 1990, him 23
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esensial alami harus ada dalam kesepakatan tertentu. Misalnya, dalam
suatu perjanjian yang memuat unsur-unsur pokok suatu jual beli, maka

akan ada unsur alamiah, yaitu penjual berkewajiban menanggung adanya

a. Kedua belah pihak : am suatu perjanjian, seperti

perjanjian yang berlaku pada waktu tertentu.

%0 Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2009,
him 118-119

*! Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, him
95
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b. Batas hukum kontrak telah ditetapkan. Perjanjian berakhir pada saat
terjadinya peristiwa tertentu, dan keputusan tetap pada para pihak atau

hukum. Seumpamanya, apabila salah satu pihak meninggal, perjanjian

berhenti.

Pada sa hapus atau

berakhirnya rdata, yang
mengatur te berakhirnya
perjanjian terlih@ afm' praktik Eballkan oleh alasan

berikut :%2
Membayar

Secara kredit, pelunasan ad#@ pencapaian  debitur, termasuk
pembayaran pokok utang, bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang

mengharuskan debitur membayar lunas.

b. Penawaran pembayaran tunai
Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan

sesuai dengan hal yang diperjanjikan termasuk waktu.pemenuhannya

%2 H.R.Daeng Naja, Op Cit, him 199
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namnun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang
diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum
waktunya dapat menjadi penyebab berakhirnya perjanjian. Misalnya

perjanjian pinjam g_pembayala an dengan cara

@iy
‘

cicilan, chy: ‘h?ﬂ\ﬁ“ .’e

Berikut adalah syarat-syarat terjadinya kompensasi :

1. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang
2. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis
yang sama

3. Kedua-duanya dapat dapat ditetapkan dan ditagih seketika.
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e. Subrogasi

Menurut pasal 1400 KUH Perdata, subrogasi adalah hak pihak ketiga

yang membayar untuk menggantikan debitur.

harang yang

gembalikan

o
&
“In

ndonesia, kredit

mengacu pada perjanjian di mana Na Mmua persyaratan distandarisasi oleh
pengguna, dan pihak lain memiliki sedikit atau tidak ada kemampuan untuk

bernegosiasi atau menuntut hasil. Pada saat yang sama, hanya ada beberapa hal

5% Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, him 57
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yang tidak terstandarisasi, seperti jenis, harga, jumlah, warna, dan hal-hal lain

yang spesifik untuk objekyang diperjanjikan.**

Kelemahan pinjamai baku ini terletak pada sifataya (karakteristik), karena

dan menanggung risiko masing* . Singkatnya, kredit secara luas

didasarkan pada komponen risiko dan pertimbangan ekonomi masa depan.>®

Sementara itu, pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan
Tahun 1998 ditegaskan bahwa pinjam-meminjam adalah perampasan atau

permintaan uang, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau persetujuan

> Mariam Darus Barulzaman, Hukum Bisnis, Alumi, 1998, him 31
% Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, him 95
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pinjam-meminjam antara seorang bank dan pihak lain yang mewajibkan
peminjam menyediakan uang untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu.

Sebagai perjanjian prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada

dan berakhirnya jaminan tergantung pada perjanjian pokok. Kata rill berati

bahwa terjadinya kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada

% Johanes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit
Bermasalah, Rafika Aditama, Bandung, 2004

> Salim SH, Perkembangan hukum kontrak diluar KUHPerdata buku satu, Jakarta, 2010,
him 102

%8 Salim SH, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, 2010, him 77
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nasabah debitur. >°

Dari pengertian kredit di atas, ada unsur-unsur kredit, yaitu :

i Dinjaman percaya

notaris.

2. Perjanjian kredit yang ditandatangani dihadapan notaris disebut dengan
akad yang sah atau akad yang diaktakan. Orang yang mengadakan dan

menyimpulkan perjanjian ini adalah notaris, tetapi sebenarnya semua

% Hermansyah, Op. Cit, him 71

* Ibid, him 58-59

81 A Patra M. Zein, Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Indonesia, jakarta,
YLBHI dan PSHK, 2007, him 134-135
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syarat perjanjian pinjaman dibuat oleh kreditur dan kemudian

diserahkan kepada notaris.

Jika debitur yang dikreditkan tidak mengembalikaonya dengan benar atau

Banyaknya kredit macet atau non perfoming loan (NPL) dengan bank akan
meganggu resiko usaha,sejenis resiko kredit atau resiko gagal bayar yang
merupakan resiko karesa likuiditas banknyang bersangkutan. Dalam hal kredit

macet, bank menjalankan pelanggan debitur tidk dapat membayar kembali

62 Gatot Supramono, him 268
% |bid,
* Ibid, 135
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pinjaman yang diterima dari bank dan bunganya dalam kurun waktu tertentu.
Resiko ini dapat berasal dari internal bank pemberian kredit sendiri ataupun

dari pihak eksternal yaitu seperti pihak debitur.

mencari laba

3. Capital yaitu dana yang dipunyai oleh calon debitur
4. Collateral yaitu agunan yang diberikan calon penerima kredit baik yang

bersifat fisik maupun non fisik
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5. Conditon yaitu untuk menilai kredit seharusnya juga harus dinilai

kondisi dalam perekonomian saat ini dan di masa depan juga harus

dinilai menurut sektornya masing-masing. ®

5. Payment adalah ukuran D2 asabah membayar kembali kredit
yang mereka terima atau membayar kembali kredit dari sumber dana

apapun

6. Profitabilitas, menganalisa bagaimana nasabah memperoleh keuntungan

% Kamsir, Op.,Cit., him 102
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7. Protection, tujuannya adalah untuk menjaga kredit yang diberikan

melalui perlindungan, ini dapat berupa jaminan barang atau asuransi.®®

Kedit macet (NPl diperbankan pada dasarnyas. mewakili resiko yang

buruk, pinja
bersifat ti

restrukturisa

usahanya. ¢’

66 Kamsir, Manajemen Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, him 91

" H.R.M.Anton Suyatno, Kepastian Hukum Penyelesaian Kredit macet Melalui Eksekusi
Jaminan Hak Tanggung Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Prenada media Gruop,
Jakarta, 2016, him 2
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menghindari hal-hal yang™#idak diinginkan, seperti kredit macet,
badan usaha milik desa harus memperhatikan 5 hal sebelum memberikan kredit

yaitu:

1. Character
2. Capacity

3. Capital
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4. Collateral, dan

5. Condition.

Modal usaha BUMDES sebagai organisasi ekonomi didasarkan atas

sebagai
BUMDESHdag jukan pinjar i Olefl karena itu,

perlu dilak

BUMDES diantara 1c hkan. Selain
berfungsi seBage mE 3 ) gaimemberikan
pinjaman kepadafma " akatipedesaan denga € erekonomian
masyarakat . apai ras at e memenuhi
kebutuhan di Bepoe | i park 1Al gidagangan, dan

lain-lain.

b. Layanan simpan pinjam
c. Perdagangan hasil pertanian

d. Dan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan potensi desa.
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Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan
pedoman umum yaitu Good Governance in Indonesia (GCG) tahun 2006, yang

meliputi ;%8

1. Transparasi

manajemen

bentuk yang

Kinerjanya secara transparan darre

3. Responsibilitas

BUMDES harus mematuhi peraturan perundang-undangan, bertanggung
jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan usaha

jangka panjang, dan diakui sebagai warga korporasi yang baik. Pengelola

% Jamal Wiwoho dan Munawar Kholii, Op Cit, him 15
* Ibid, him 16

64



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

BUMDES menerapkan prinsip ini untuk menjalankan usaha sesuai dengan

hukum dan menjaga kelangsungan usaha.

4. Indepedensi

Prinsip

operasional

bisa disebut kerjasama atau partisipaSl. Perikatan adalah hubungan hukum
antara dua orang atau pihak di mana salah satu pihak meminta pihak lain agar
mencapai kinerja tertentu, dan pihak itu bertanggung jawab untuk melengkapi

persyaratan tertentu.”*

" Ibid, him 17
™ R.Subekti, Op Cit, him 1
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Perjanjian muncul dari kesepakatan. Perjanjian adalah peristiwa di mana
satu orang membuat janji dan berkomitmen pada orang lain, atau peristiwa di

mana dua orang membuat janji satu sama lain. Perjanjian dan peraturan

perundang-undang . I Dengan demikian,

o !nm“ .ﬁg

pelaksanaaf§pel au per . Setidp perjanjian
kredit yang ara Kr . gn Secara tertulis
dalam perjafijig , JHPerda ailihjam (kredit)

adalah be 3 | -. eminjz > dia alg Buku I

Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kuapan Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar yang menjelaskan bahwa ada beberapa tahap
dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES Desa Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar yaitu :

1. Memberikan sebuah proposal yangmana proposal itu diisi terlebih

"2 Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2000, him 11
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dahulu oleh pemohon. Isi dari proposal tersebut meliputi tentang berapa
jumlah pinjaman serta jangka waktunya.

2. Langkah selanjutnya pihak BUMDES melakukan verifikasi lapangan,

pangan inite dua macam yaitu :

1 i U .‘
m«mm“‘ .93 aan yang

Dalam a S mengz a S ati(1) Peraturan
Desa Nomo : 2021 Tenta g Badz glain itu, pihak

BUMDES meg lisa. pt ak layaknya

™ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal
23 Juni 2021.
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Tabel 111.1

Jawaban nasabah tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan

pemberian kredit pinjaman di BUMDES Kuapan

Sumber da

. N
Pada tabe S dapat jelaskan bahwe asabah tentang

yang kredit

tersebut, na

oleh kreditor merupakan upaya pemberian pinjaman untuk mendapatkan
keuntungan. Pemberi kredit hanya dapat menyelamatkan kliennya dalam
bentuk pinjaman. Jika benar-benar yakin bahwa debitur akan membayar

kembali pinjaman yang diterima dengan syarat dan jangka waktu yang

disepakati kedua belah pihak. Hal itu perlu memperhatikan faktor kemampuan,
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agar dapat menarik kesimpulan secara hati-hati dengan tetap menjaga faktor

keamanan kredit dan faktor keuntungan dari kredit.”*

Jika syarat-syarat perjanjian pinjaman kredit tidalgterpenuhi, yaitu debitur

alim sebagai

Kecamatan
Tambang K

dapat dijam

Berdasarkan pasal 36 ayat Desa Kuapan Nomor 5 Tahun
2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan tentang syarat-syarat yang
harus dilengkapi oleh nasabah dalam mengajukan pinjaman pada BUMDES

desa kuapan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan

’* Mariam Darus Badrulzaman, Op., Cit., him 12

" Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nursalim selaku sekretaris Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni
2021.
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b. Foto copy KTP, KK, Agunan
c. Pencairan baru bisa dilakukan setela diverivikasi oleh tim verivikasi

dan telah dinyatakan layak dicairkan

d. Pinjaman A

% | "
P )5

Wity

SEMLL AN

Kuapan dapat dikatakan mengetahui, fal ini dapat dibuktikan bahwa jawaban
nasabah yang mengalami kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 23
orang. Berdasarkan hal tersebut, nasabah yang kredit macet telah mengetahui

segala syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pinjaman kredit

di BUMDES.
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Pada dasarnya, ketika suatu pinjaman diberikan, siapa saja yang mampu
melakukannya dapat memberikannya melalui perjanjian hutang antara kreditur

dan debitur. Setelah menerima perjanjian, kreditur memikul kewajiban, yaitu ia

dan berhak untuk

terjadi, pasal
1131 KUH ing, sekarang

atau yang aka

dari sekedar kews &\n ahw@ySebagai akibatnya,
dagadyeng dipinjamkan kepada
X\

p-untuk menutupi semua hutang

kreditur hanya akan Q @ ‘
debitur. Secara umum, jamina
debitur yang ada dan terutang. Jaminan biasanya berlaku untuk semua

kreditur.’®

’® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT.Grafindo Persada, Jakrta,
2000, him 1
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Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Samsu Mader sebagai
Direktur BUMDES Desa Kuapan yang menunjukkan bahwa, pada pelaksanaan

pemberian kredit di BUMDES Desa Kuapan banyak nasabah yang melakukan

ekonomi_daa C esadaran nasabah

Berda
Direktur
pemberian
menjaminka : : emifjag yang ingin
meminjam | I
diajukan di engan aka : nya. Dalam
hal ini pemefksa /d¥atan peminjam hars di gh Mengan prinsip

kehati-hatian."

" Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal
23 Juni 2021.
"® Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal
23 Juni 2021.
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Tabel 111.3

Jawaban nasabah tentang adanya survei oleh pihak BUMDES terhadap

keadaan jaminan di BUMDES Kuapan

Sumber da

Pada tale s da elaskan bahwa agabah tentang
dilakukan § oleh p BUM > me paMinan nasabah
di BUMD
jawaban nasalie

tersebut, nasabe

1. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa sipemberi pinjaman percaya
bahwa hasil yang didapatkan dalam wujud uang, barang atau jasa dapat
dikembalikan pada waktu tertentu di masa datang.

2. Tenggang waktu adalah masa yang memisahkan pemberi prestasi

dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa depan.

" Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkrditan, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007,
him 14
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3. Derajat risiko adalah tingkat risiko yang dihadapi akibat kebalikan dari
pencapaian yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. Prestasi adalah memberikan sesuatu dalam wujud uang.

B

TS A

I; fle pelunasan
0 utang pada
' gp
9’!’ ,
2. ﬂ A k membiayai
i " g merugikan
g
3. '@ ma pembayaran

<

kreditur.

Berdasarkan dengan tujuannya, barang jaminan tidak ada kepastian bahwa
kreditor adalah pemiliknya karena perjanjian bukanlah perjanjian pembelian
dan penjualan yang mengarahkan pada pengalihan kepemilikan barang.

Jaminan Gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang sesuai dengan tata
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cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah

itu, hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah.®

Secara umum, ada4@ua jenis jaminan yaitu jaminam.kebendaan dan jaminan

penjaming

Ak

dengan hi

Perjanj

undang-un dan debitur.

Oleh karena pan jaminan

AtRang

mbul karena

Membayar hutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

jika terjadi kredit macet pada klien saat kredit dibayar tepat waktu.®?

% Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
268

8 Tan Kanelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni,
Bandung, 2004, him 188

82 Gatot Supamono, Op Cit, him 160
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Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Samsu Madir sebagai
Direktur BUMDES desa kuapan kecamatan tambang kabupaten kampar yang

menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES

emilki nasabah

Adap

pihak BU

No 5 - Persentase

1 60%
2 40%
100%

Sumber data setelah diolah, apri

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jawaban nasabah tentang besar
bunga yang ditetapkan oleh pihak BUMDES Kuapan dapat dikatakan
mengetahui. Perihal ini dapat dibuktikan jawaban nasabah kredit macet

menjawab mengetahui sebanyak 18 orang.

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal
23 Juni 2021.
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Setelah penandatanganan perjanjian, pihak BUMDES Desa Kuapan harus

segera memberikan pinjaman kepada nasabah dan menunjukkan bahwa

nasabah telah memenuhi persyaratan kepada BUMDES Desa Kuapan.

usus dalam

sistem hu dijelaskan. Cuma Sirafl yang  jelas
berhubung 3 A: Ila amll sepenuhnya

hakikat hu

akan ada akibat hukum bagi pelanggarnya dan akan diberi sanksi.®*

Jika ingin menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh ditengah-
tengah masyarakat,penelaah tersebut tidak boleh menyimpang dari hakikat
pemikiran yang terjadi sebagai salah satu hubungan yang saling bergantung

dan kerangka dasar pembangunan nasional, yaitu suatu hubungan satu dan

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999, him 96.
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yang lain begitu dekat dan saling ditentukan. Oleh karena itu, penelitian hukum

harus dikaitkan dengan masalah pembangunan.®®

Kredit macet adalafi, risiko yang harus dihadapi_getiap pemberi pinjaman.

untuk membantu klien memenuhi kewajiban mereka. BUMDES memberikan
potongan pembayaran setiap bulanan dengan instruksi, debitur harus
mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman. BUMDES
juga berdiskusi dengan tentang alasan debitur tidak mampu membayar

utangnya.

8 Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi, PT. Alumni,
Bandung, 2005, him 26
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Adapun jawaban dari nasabah mengenai adanya teguran apabila nasabah

telah melakukan kredit macet pada BUMDES Kuapan yakni :

L\ o

.guuh

dari tanggapan nasabah yang menyatakah tidak mengetahui sebanyak 21 orang

atau 70% .

Badan Usaha Milik Desa Kuapan telah menetapkan beberapa sanksi
kepada nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit macet. Hal ini
dilakukan oleh tim penanganan masalah BUMDES desa kuapan untuk

mengatasi masalah kredit macet yang terjadi.
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Adapun jawaban dari nasabah mengenai adanya sanksi apabila nasabah

melakukan kredit macet pada BUMDES Kuapan yakni :

Tabel 111.6

gelahui adanya
Kuapan. Hal

ini dapat dilihatjta Hasabah onja getahui sebanyak 24

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Badam*Usaha Milik desa menyatakan bahwa
jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut,

maka ada pengalihan aset ke BUMDES untuk melunasi sisa pinjaman.
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Berdasarkan wawancara penulis bersama bapak Nursalim sebagali
sekretaris Badan Usaha Milik Desa Kuapan, menjelaskan bahwa penyebab

keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya vyaitu dikarekan

ari  debitur untuk

Sumber data setel@

Dari tabel diatas ahwa penyebab terjadinya
keterlambatan pembayaran kredit yaitu karena kurangnya kesadaran dari
debitur. Hal ini dapat dilihat pada jawaban nasabah yang menjawab sebanyak
21 orang jika dipersentasikan menjadi 70%, sedangkan yang menjawab usaha

merugi sebanyak 9 orang dan jika dipersentasekan menjadi 30%. Dengan

¥ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nursalim selaku sekretaris Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni
2021.
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demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa terjadinya keterlambatan

pembayaran kredit tidak hanya terkait dengan kurang kesadaran dari nasabah,

tetapi juga dengan fakta bahwa usaha yang dibuat oleh nasabah tidak mencapai

5. Kepemimpinan dan pengawasan manajemen senior dan personel kredit

yang tidak memadai

6. Jumlah kredit melebihi kemampuan bank

8 http://pujastinidewi.blogspot.com/2018/kredit-macet-dan-penyelesaian
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. Bank tiidak dapat mengidentifikasi kemungkinan kredit macet,

termasuk menentukan arah arus kas mantan debitur

. Tidak mampua berkopetisi, terpaksa memerima debitur dengan

Dalam prakteknya nasape 9 mengambil jalur kredit tidak

menjalankan usahanya dengan pembiayaan dari kredit. Nasabah yang
tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya disebabkan karena
kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya hasil
kerja yang tidak optimal dan berkualitas buruk, sehingga dapat
memengaruhi minat masyarakat untuk mengkosumsi produk yang

mereka hasilkan. Hal ini mempengaruhi pendapatan nasabah sehingga
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dapat memengaruhi kelancaran nasabah dalam pembayaran kredit.

c. Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam jangka

waktu yang telah disepakati, maka akan ada akan pengalihan aset
kepada BUMDES untuk melunasi sisa pinjaman nasabah kepada

BUMDES.

8 Gatot Supramono, Op Cit, him 270
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Menurut bapak Samsu Madir selaku Direktur BUMDES desa kuapan
kecamatan tambang kabupaten kampar juga menjelaskan penyelesain kredit

macet di BUMDES dengan cara pihak pengelola BUMDES melakukan

pendekatan kerumae 8bih mengupayakan

“'AEW- “ .&“ it macet.

Meskipun tls (e paMiun masalah
Kredit mace dapat diselsa gan aturan

yang ada.

ES Kuapan

No Persentase
1 Mengetahui 76,7%
2 Tidak mengetahui 7 23,3%
Jumlah 30 orang 100%

Sumber data setelah diolah, april 2021

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Samsu Madir selaku Direktur Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES) Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, tanggal
23 Juni 2021.
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Tabel di atas menunjukkan bahwa respon nasabah terhadap penyelesain
kredit macet pada BUMDES Kuapan dapat dikatakan cukup mengetahui.

Perihal ini dapat membuktikan bahwa nasabah yang kredit macet menjawab

mengetahui berju#

o>\

i menjawab tidak

® !h\“‘ '0‘

S
£

jadwal atau
riode  yang

memberikan

terbatas pada jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bunga,
penundaan pembayaran sebagian atau keseluruhan bunga atau
perubahan persyaratan lainnya. Perubahan persyaratan pinjaman tidak
termasuk dana tambahan atau suntikan, serta konversi sebagian atau

seluruh pinjaman menjadi "ekuitas™ bisnis. Debitur yang jujur, terbuka

o http://www.hukumonline.com/detail/[t50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-

kredit-macet, diakses pada tanggal 15 juli 2018
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dan responsif yang usahanya sedang menghadapi kesulitan keuangan

diharapkan mampu  beroperasi terus sehingga mendapatkan

keuntungan.menguntungkan.

barang yang dibeli pelanggan yang berhubungan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak BUMDES Desa Kuapan dalam
mengatasi masalah kredit macet, seperti dilakukannya pendekatan secara
lansung kepada nasabah, namun masih banyak nasabah melakukan wanprestasi
atau kredit macet. Hal ini disebabkan karena tidak ada itikad baik dari nasabah

untuk membayar kreditnya. Pihak BUMDES tidak dapat membawa masalah ini
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kepengadilan karena perjanjiannya dibuat dibawah tangan. Oleh karena itu,

mau tidak mau kredit nasabah yang macet tersebut dibiarkan habis begitu saja.

Hal inilah yang menyebabkan kerugian pada pihak BUMDES Desa Kuapan.

agunannya

sisa kredit.

Mengenaigpé Q N meminjam, pas3 pfdlata mengatur
tentang sua

memberikan $KePa ihak : 2 Itk digunakan,

Apabila debitur wanprestasi, egang hak tanggungan (BUMDES)
mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekesuaian sendiri

melalui pelelangan umum guna untuk melunsi sisa utang putangnya debitur.

% pasal 6 Undang-Undang No.6 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, penulis memberikan saran

sebagai berikut :

TSR NN

SN

)
-
=
s

;
(
¢

melakukan
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LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KETUA BUMDES

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pinjaman di BUMDES di

Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

8. Apasaja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet
pada BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar?
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9. Berapa banyak nasabah yang mengalami kredit macet pada
BUMDES di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar?

10. Bagaim ang dikata o kredit macet di

",

o LIS
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LAMPIRAN 11

DAFTAR WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

Apakah kepala desa mempunyai kewenangan dalam mendirikan

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
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LAMPIRAN 111

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

Nama : Filza Ariyanti

Npm 171010220
Jurusan  : llmu hukum

Fakultas : Hukum

“ Tinjauan Yuridis. Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet Pada Badan
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B. Identitas Responden

Nama

Umur : |:| < 20 Tahun |:| 20-30 Tahun

aldan informasi

yang paling

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

1. Apakah anda mengetahui, mengenai tahapan dalam pelaksanaan
pemberian kredit pinjaman di BUMDES desa Kuapan
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

a. Mengetahui

b. Tidak mengetahui
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2. Apakah anda mengetahui kententuan atau syarat pinjaman di
BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten

5. Apakah anda meng a teguran yang dilakukan pihak
BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar jika nasabah melakukan kredit macet?

a. Mengetahui
b. Tidak mengetahui
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6. Apakah anda mengetahui, adanya sanksi yang ditetapkan
pihak BUMDES desa Kuapan Kecamatan Tambang

Kabupatern Kampar jika nasabah yangJedit macet?

aMengetaht -
kgl ) WIS

‘
P
’
7,
2
‘_i,

macet di

) Kabupaten
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PENDOKUMENTASIAN

Saat melakukan wawancara di Kantor BUMDES Desa Kuapan
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Saat pengisiaan Kuesioner
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